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PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG 
 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG 

 
NOMOR  4  TAHUN  2010 

 
TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG 

NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENDIRIAN  
DAN PENGELOLAAN BADAN HUKUM KOPERASI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI  SINTANG, 

 
Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 

Tahun 2002 tentang Retribusi Pendirian dan Pengelolaan 
Badan Hukum Koperasi, bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi;  
 

  b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembatalan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2002 
tentang Retribusi Pendirian dan Pengelolaan Badan Hukum 
Koperasi, maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan 
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2002 tentang 
Retribusi Pendirian dan Pengelolaan Badan Hukum 
Koperasi; 
 

    c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 
Daerah Kabupaten Sintang tentang Pencabutan Peraturan 
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2002 tentang 
Retribusi Pendirian dan Pengelolaan Badan Hukum 
Koperasi; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 
 
                                                               2. Undang-Undang... 
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  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3851); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3874) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4150); 
                                                       

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 
 

  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 
 
 
 
 
 
                                                               9. Undang-Undang... 
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  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
                  

  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan 
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540); 
 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4578); 
 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4593); 
                                                                  

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4741); 
 

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 
25); 
                    
 
 
 
 
 
                                                                       17. Peraturan... 
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  17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 
1); 
             

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah 
Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang 
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sintang Nomor 2); 

 
 

                                                                                                      
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG 

dan 
BUPATI SINTANG 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 7 
TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENDIRIAN DAN 
PENGELOLAAN BADAN HUKUM KOPERASI. 

 
 
 

Pasal 1 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2002 
tentang Retribusi Pendirian dan Pengelolaan Badan Hukum 
Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2002 
Nomor 20 Seri C Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sintang Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
                                   
                                    

Pasal  2 
 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
 

 
          
                                                                                                                  Agar... 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang. 

 
 

Ditetapkan di Sintang 
pada tanggal  24  November  2010 

 
BUPATI SINTANG, 

 
 

                
 

MILTON CROSBY 
 
 
Diundangkan di Sintang 
pada tanggal  23  Desember  2010 
 
PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, 
 
 
                 
 
ZULKIFLI HAJI AHMAD 
 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2010 NOMOR 
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PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG 
 

NOMOR  4  TAHUN  2010 
 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG  
NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENDIRIAN  

DAN PENGELOLAAN BADAN HUKUM KOPERASI 
 
 

 
I. UMUM  
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan 
Daerah, penyelenggara pemerintahan daerah  dalam melaksanakan tugas, 
wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah 
yang dirumuskan antara lain dengan Peraturan Daerah dan ketentuan 
daerah lainnya. Adapun kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan 
umum serta Peraturan Daerah lainnya.  

 
Khusus berkaitan dengan kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah, 
ketentuan Pasal 136 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Peraturan Daerah dilarang 
bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 145 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Peraturan Daerah yang 
bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah, yang 
ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Setelah Keputusan Pembatalan 
Peraturan Daerah dimaksud, Kepala Daerah harus memberhentikan 
pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah bersama Kepala Daerah mencabut Peraturan Daerah dimaksud. 

 
Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembatalan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pendirian dan 
Pengelolaan Badan Hukum Koperasi. Adapun Peraturan Daerah Kabupaten 
Sintang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pendirian dan Pengelolaan 
Badan Hukum Koperasi tersebut dibatalkan oleh Pemerintah dengan alasan 
bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1997  tentang  
Pajak   Daerah   dan  Retribusi  Daerah  sebagaimana  telah  diubah  dengan  
 
                                                                                              Undang-Undang... 
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Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
Undang-Undang Nomor  25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan 
Pemerintah  Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara 
Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, 
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, karena 
pendirian, pengesahan, dan persetujuan koperasi merupakan kewenangan 
Pemerintah Pusat. 

 
Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan 
Daerah Kabupaten Sintang tentang Pencabutan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pendirian dan 
Pengelolaan Badan Hukum Koperasi. 
 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
 

Pasal 2 
Cukup jelas. 
 

 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR  
 

 


